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Secara teoritik, _h,ukum d1ketahu1 dlpasangkall dengan kata nenegal«:aal,
mem;;h_kl “Derbagal fung51 wajah dan yang muncul adalah wajah ‘hukum
dlmen31 Na.mun ketlka kata, ‘hukum yang represif, kalmdanberszfa,tbalasan
. yang setimpal (retmbutzf) Ketika wajah

* Vers), awa.l talisan ind c’hbl_at. clan dibacahan itu yang a,kh_lrnya tampil, secara logis
pada Beminar Sekoleh “Sistein Peradilan memang seha,rusnya telah tar}_eblh
pidana di Masas Depan dalam Era Polrl danulu muneul (namun kemudla:n

Mandiri”, diselenggarakan oleh Pasis Selapa
Polri Dikreg XXVI tahun 1098/1999, 14 Junt  $1d&K berdaya) wajah-wajah hukum

1990. Untuk jurnal ini, tulisan ini telah entah sebagal cerminan konsensus,
mengslami revisl yang signifikan. sebagal hasil dari pertarungan kexu-




atan ide danke_ématanpmksas ‘sebagai
perekayas sosial (law as:social engi- -
neering) atau sebagal wahana bagl '

: terciptanya keadilan sosial.
Apa yang terjadi ketika urut-

urutan logis tersebut pada kenyata-
annya tidak difkutiataubahkan hilang:

engan kata, Iei_n, fungsi, ..
m Namun sebaiknya dtingst, réalitas sogial

samas sekali

wajah dan dimengi hukum lainnys -
~ begitu lemah dan kaburnya: sehlngga;;_ :
 yangterlihat dan menonjol dari hukum

hanyalah bentuk hukum sebagai
mekanigme formal pemberi ganjaran

negatif bagi suaty perilaknu menyime- .

- pang oleh seorang atau lebin subyek
hukum. Vigi hukum dengan demikian
menjadi begitu sempit, yakni bagai-
mana mengganjar orang-orang yang
melakukan atau tidak melakukan

sesuatu sebaga.lmana telah tertuhs_
da.lam undang~undang Secara mlsl__
pu:n demikian. .pula, hukum ‘hanya

d_tposmﬂ«:an sebagai “pentunga.n” bagi
setiap orang yang tidak mememzhl
norma dan mlaa yang L.

' Maka, _keperluan berbicara, ten—
tang penegakan hukum pada dasa.rnya,
relevan ketika hal it dikaitkan dengan
situasi di mana orang tlda,k lagi meng-
hargal hukum meiecehkan Thukum
dan henda&c ata.u telah menggantmya
dengan pedoman perilaku lainnya.
Ketiks kata-kata “penegakan hukum”
bertambah sering dan semakin inteng
divcapkan untuk dilakukan, sadarlah
kita bahwa itu merefleksikan situasi
bubrah, disorder, yang tengah teriadi
di masyarakat tersebut Bandingkan
dengan apa yang dlkatakan 'I‘utr'k1
seba.ga.i berﬁ;ut

lawurea}cmg is ta.ken to be an mdzw
ca.tor of the fatlure or_l_aa_a_k of author-

' Tark, AT, 1969, Criminaltty and Lagal Op-
der, Chicago: Rand Mc. Natly, him. 48.

ity it is e ‘meastive of the ext.ent 0
which rulers and ruled.. -are not bounc
together in a perfectly stable : o7~
ity relationship.” SRS

Itulah realitas sosial yang lalu cen-

~derung-mengembangkan hukum

dalam format yang terbatas tersebut.

—-dalam kebanyakan hal —bukanlah

'--reahtas yang senyatanya. Realitas sogial

umumnys terkonstritksikan atas hasil
tarikan-tarikan kepentingan dan
kekuatan. Adabeberapa simpul di situ:
adapihak yang punya kepentingan tapi
tak punya keltuatan; pihak yang punya
kepentingan dan punya kekuatan
pihak yang tak punya, kepennmgan na-
mun punya kekuatan; serta kalangan
yang umumnya digebug - “kaum a,kar
Tumput” (the £rass root people
bung tak punya dua—duanya baa_k m;x
kepentingan maupun kekuatan "
Yang hampir selalu menen-
tukan bagaimana suatu realitas akhir-
nya terbentuk tentulah pthak-pihak
vang berk@pentmgan dan pada'waktu

‘bersamaan ‘juga memiliki kekuatar,

Sebagaamama disebut Quinney,? formii-
lagi atas konsep51 mengenal kejahatan
akan selalu dipegang oleh segmen Vang
berkuasa di masyarakat. Segmenitulah
vang bisa (dan sahih) mengatakan
semau-maunya perihal bahwa, “negars,
dalam keadaan bahaya,” “tembak di
tempat bagl perusuh™ atau “waspa,da
terhadap ancaman PKI.”

_ Secara, sosiologis, hul;um pada
gﬂwamnya tunduk atau mengacu pada.
simpul kepentingan dan kekuasaan
tadi. Interpretasi bahwa hukum tak
lebih dari sekadar “formulasi atas suatu

! Quinney, R., 1970, The Social Reality and of
Crime, Barton: Little Brown, hlm. 23.



: 'kehendak pohtﬂ«:” E: menjad_tka,n dn'im _
nya-dan aparat a.pamat hukum harus .

sering sermg berga,nm pera.n Fu;ngsa
s -W&Jah dan. dimensi: hul{um ditentukan
S dan dmnplementas:kan m@numt hasﬂ

‘amatan dan gelera, pemegang szmpul_ :

'kepentmgan dan kekuasaan tadi. Bah-
kan, ketika ruas: “kekaya.a.n” muncul
dan meramaal{en_snnpul t.a.ci;. semalﬁn

' :'Tuiiéan ini berpendapa;t; agar 3

penegaka.n hulmm bisa tampil dalam.
bentuk: yang pa.hng kontmbutif bag;. ma-
syara,}:ai; itu sendiri, maka pEnega.kan
hukum harus bisa berlangsung tanpa
harus ter}calt dengan dug karakter

belum da,n kemungklnan besar tld&k

-aka,x}. bersentuhan dengan sistem AT

Sebagai kelompok masyarakat yang

taat hukum (law. a,bldang people), SPR-

memang mensad_l sxs’oem ya.ng aga,l«:
musk:l untuk dimasuki
Selrmg dengan i, smtem ini se-

-cara, strul«:tura.l memanglebih t@razéah

atau’ mengarah}{an diri, pada’ ke}.om‘

- POk kelompok berlszko tinggi atauyang
- rentan: terhada,p penylmpzmganjpe-
: 1angga.ran.-.. Ne '_ ';

putata.u masul«:an yanglayak dantepat
bagi: 31stem tersebut: mengingat: pem-
batasan-pembatasan yang seoara
inheren terdapat dalam SPP itu send:ri :
berkaitan. dengan.paradlgma hul«:um

| pesardiatas (yakni’ “sﬁuasimasyarakat_

yallg seda,ng ‘bubrah dan kacau®: dan
juga:ftarikan kepentmgan~kekuasaan :
Kekayaan”)'..:.-. _ o

Hubungan berj arak

SlSth peradlla,n pidana, (SPP) dalam
fungsm;ya, sebagal pranata represifdari
hukum memiliki hubungan yang “ber-
jarak” dengan masyarakat. Jarak ter-

sebut penting untuk-dimengertl agar:
masyarakat tidak terjebak pada ilusl
atan mimpi saat berbicara atau berpikir
tentang penegakan hukum yang adil,

yang melindungi masyarakat, ya,ng
simpas:zk dan sebagainya..

~Bebagal pranata represzf SPP.

seyog1anya tidak diperuntukkan bagl
sebagianbesar anggota masyarakat. Se-

badian besar elemen masyarakat juga:

Bandung: Alumni, hlm. 104, Lihat juga,
Clssrd, W., 19YS, Reform in Criminal Jus-
“tice in Asis and The Far East, Resource Ma-
$erial Serie no. 6, Tolyo: UNAFEIL him. 7.

lea. ada.nya Jarak dla,ngga,p ;__se—
bagal sesuatusyang: normal, - maka
ketidaknormalan hubungan SPP dan
masyarakatbaru terjadi ketika, “JE.I‘
diubah -~ entah menjadi semakin dekat
atair _semakln jauh: Sehingga, __m;gsa1~.
nya, hal-itu mengubah besar proba-
bilitas atau ketermungkinan sebagian
besar anggota mnagyarakat gunamenjadi
obyek SPP. Dengan kata lain, terdapas
perubahan sedemikian rupa pada hu-
kum yang mengakibatkan semakin ba-
nyak orang yang relatif semakin mudsh
ditangkap dan diajukan ke pengadﬂan;
dan gelanjutnya dipenjara. wid

- Kegelisahan pada masyarakat
juga akan timbul ketika perubahan
pada SPP -mengakibatkan semakin
sedikitnys . oransg yang-berpotensl
bersentuhan dengan SPP:walaupun

EEEEA oo e yang bersangkutan berpotensi selaku
3 Gudarto, 19%Y, Hukum dan Hukum Fidans,

pelanggar hukum. Hal ini biasa terjadi
ketika pembiayaan bagi SPP sudal
demikian minim atau aparat SEP sudah
kehilangan moral kerja.



+=i: " Demikian pula bila efek kririna-
lisasi-mengakibatkan terdapatnya
ka&angaaé Ybaru’ yang sebelumnyati-
dai: perna.h menja,ch target SPP Dima-
sukkannya ‘satl’ atau: lebih perilaku
sebaga;tyamgterma.sukkegahatan akan
" secara:implikatif: mengaklbatkan
beri:a,mba.hnya kalangan yang secara
normasif: termasuk sebaga1 pelaku
kegai)atan S
SPPjugapotenswluntul{bemarak
dengan masgyarakab mengzngat BEP
kerap memnggaﬁkan “Jejak” pada diri
Orang-orang yang: pernah ‘dijadikan
obyek*SPP, biasanya dalam bentuk
stigma yanglaten.? “Janji”.SPPuntuk
mengem -balikan anggota,masyarakat
yang telah “dicuci”:dalam SPP dalam
keadaa,n bertobat serta sehat kognisi

menglngat kapabilitas SPP sendiri yang
Jauh-dari~memadai selakiisuatu
mst;itus__i pengubah tingkah lakuy, <
© Yang lebihironis lagi, SPP secara
t1da;k disengaja memproduksi segelintir
kaiamgan yang kemudian lebil kerap
dariyanglain untuk menjadi masukan
dan keluaran dari SPP dalam wakty
relatif singkat.dan bahkan dengan
catatan kejahatan yang semakin serius.
<+ Hal lain yang juga membuat SPP
berjarak dengan masyarakat adalah
. karakteristik kerja 8PP itu sendiri yang
kerap menimbulkan ketidakadilan
baru (the injustices of criminal justice).
Perhatikan, rhisalniya, betapa penting-
nya‘faktor kelengkapan bukti (evi-

dences) dan akurasi kesaksian (testi-

mony) dalam 8PP yang sering kali me-
lampauiproporsi sertatidak memper-
dulikan-adanya bias pada keduanya.

* Hoeinagels, G.B, 1878, The Other Sids of
[Criminology, en Inversion of the Concept of
Crime, Holend: Kiuwer-Deventer, hlm 95~
Q7.

=banya}cyangtldak ferpenulbi; - il

Ketidakadilan juga diternui terhadap
kelompok-kelompok tertentu:dalam
masyarakat, katakanlah-wanits korban
kejahatan seksual, yang selalu menjadi
makanan empuk ‘polisi yang: pada
umumnya amat terbiasa’ dengan
dlskur.sus berwarna macho-isme;:

. Maka, Harak” tersebut sela.lu me-
nempatkan 8PP sebagai potensial; untuk
ditolak oleh masyarakat dalam bentuk
ke’szdaksenangan ketldakpuasa,n
bahkan amarah. Pada SBP yang lemah
dan tidak berwibawa, sepertidi Indo-
nesia, penola.kan telah amatjauh dari
sekadar penolakan ide atau penolekan
Jalan berpikir, tetapitelah sampai pada
pelecehan, penghinaan, perusakan
fisik kantor-kantor hmgga pembunuh
an aparat SPE
‘Bebagaimsana dzm.gat pada sztuaé;l
sehari-hart sekalipun sparat SPP telah
dipandang sebagai “orang lain. ”-Seclah
ingin terus mengingatkan bahwa apa-
rat SPP adalah perpanjangan tangan
negara, aparas SPP — entah itu polisi,
Jaksa, hakim atau petugas I.P — seolah
hidup dalam dunialain yang jauh:dari
masyarakatnya. Kemungkinan besap
hal #tulah yang menjadikan aparat SPP
mudah lupa -dan‘tergelincir pada
kelemahan-kelemahan natural selaku
manusis (berupa kebutithan terhadap
uang, kebutuhan memelihara kehor-
matan korps, kebutuhan menga-
mankan karier dil.) sehingga menga-
kibatkan wacana tentang SPP dan ma-
syarakat juga selalu berwarna konflik
dan ‘saling mengeksploitasi.  Maka,
ketika aparat 8PP meminta uang dari
masyarakat, ‘dan ketika masyarakat
membakar polsek, sehenarnya tak ada
beds yang substansm,l dari kedua
kejadian ini.

Dj penghujung subtulisan 1111
kita ingin kembali pads semangat
utama dari tulisan ini perihal pene-




S gakan hukum ole_h_ SPP ya.ng beriang—

;f' “upaya pa.ksa I)éhgan begltu aspek
By kuahtamf da,m penegak&m hu_‘&um oleh

._;_Mz.tos dan akuntab:.l :.tas

--Ada.masanyadzmanaSPPdankemaSPP

: dla,nggap sebagat-tak dapat dimengerti

oleh pihak luar dantak dapat dievaluasi
secara:untung-rudi.. Bandingkan
Phillips. & Votey® yang men,yata,kan
sebagaaberﬂmt e

N “The operatzon of the crnm_na,l _]ustme

i stem iz no deferent conceptually
han any ot.her econoamc productlon
’ process

Mltos tersebut terus bertahan ket.lka
ahli-ahli hukum juga tetap: bersﬁmkuh
dengan anggapan bahwa, penerapan
hukum menga,ndung seni, selera dan
keyakma.n pmbadl pelaksa.nanya se-
_mgga amaf sulit menuntud tolok ukur
dan kesetaraan mehputl antar}:asus
“antartempat dan antarwakt.

. Tuntutan um,uk semakin’ mst;ru—
mental presisi dan terstandamsam
membuat SPP dan dunia hukum harus

5 Phitps, . & Votey, . 1., 1081, The Heonom-
ips of Crime Control, Sage Publ. Inc., Voi 138,
hlin. 26.

menyesua,lkan diri. Misalnys, dlbua,tlah

“berbagai, panduan (statutory-fguide-
lines) perihal berat-ringan h
__ {_bagijems -jenis kejahatan tertentu: Hal
~ind kKhusus dlbuatbagxparahalnma;gar

_tencmg) ad.akterlaluheéax'béta ) pun '

secara formal terdapat: rentang-&ang

'evaluam kmema perorangan dan
: organisasiiugs mulal bisa dibentulk: dan
..gecara perlahan-lahan dzberlakukan

. Pada titix itulah nilai bary tum-

- buh yakni bahwa institusi-ingtitusi
-dalam SPP sebenarnya tlda.k ada beda-
-nya dengan instibusimana pun dalam

hal keharusan melakukan efisiensi

-setinggi-tingginya, da.lamhaimencapa.z
singkat, efektivitag tertentu.maupun

dalam hal melakukan pemeriksaan diri

(self-audit) ketika keduahal gebelum-
. nya gagal atau kurangtercapai.®... .

+INaraun, memang benar, tempazm
mstltus_l—msmt.usx komponen :SPE de-
ngan cara memperlakukannya sebagal
korporasi bisnis, dalam banyak kagus
memperlihatkan-kedodoran di-sana- -
gini. Kedodoran terlihat pada, sed1k1t~
nya dua tingkat: Pertama, a_daa:lya, nilad
(value) atau budaya yang telah tumbuh
begitu lama di antara para personel
dalam institusi komponen SEP tersebut.
Kedua, karakteristik-pekerjaan -yang
ditekunt cleh 8FP itu sendiri.

8 Davids & Hancock, L. 1998 “Policing, account-
ability and citizenship in the markes state,”
Australian and New Zealand Jouz’nal of
Criminology, vel. 31 (1), April.



: -"":Bu"cia;jai g yang':hidup padé: Ima,—

"ke‘ﬁera,daa,n mstztusz tersebuit sebagaJ.
3:‘"lsmbaga.__f.pub11k maupun sebagal

e -"polim Jalanan
jug mermblu_ tugas mengumpulkan
‘Uang dari masyarakat bagi kesatuan-
‘nya. Untu}: Polri, ini ‘sesuai dengan
“sin‘drom yang mereka, idap selamaini
yakni sindrom “fasilitas kura,ng” dan
.. sindrom “anak’ bung' 3d_1 T
N '3""bida3& adailag): 7
# ‘Bedang yang dimaksud dengan
kamaktemstﬂ«: pekex:]a,an SPE*melihat
pada, kecendemngan 5PP selaku gistem
‘untukménitikberatkan. pada terpe-
' nuhmya proses’ dan’ prosedur tanpa
:banya;}: menoleh pada’ relevansi dari
meénjalankan proses dan proseciur yang
ketat tergebut pada fenomena total
: ke_jahatan dan penyimpangan dimasya-
“rakat: Hahya dalam tipologi Crimeé Gon-
“trol Model ‘ala Herbert L. Packer safja,
“dirnunculkan-orientasi untuk bersikap
pragmans ‘dan‘lugas demi m@mper—
tmgg: produktlmtas BER
Terlepas'dariitu, walau seluruh
pr'oses danprosedur ditkuti; SPPtetap
tidak ‘bisa‘menjamin apaksh ia’akan
cukup menyumbaing guna menekan
‘Tasa tidak aman masyarakat dan

7 Reusss-Tanni & Tanni, ¥, 1983 “Strest Cops
- and Management Cops. The Two Cultures of
polcing,” dalam Punch M, Control in the Fo-
Lice OrgaMZatzon Combridge, Mass: MT Umv

Presg,

}J(m..

‘mengubahnya menjadi “rasa aman.”

“Bahkan, SPP sendiritidak bigs: men,]a-
nn_n Vahdltas dan rehabﬂltas da.m ukur-
“an- ukuran vang dlmpta&iamwa sendjrl
: 'sepeftl tmgkat keiahatan (cmme rate),

jumlahkejahatan (erimetotal), jumlah

‘penyelesaian kasus kejahata,n (crx,me

clearance) angka residivisme: (recon—
viction rate), angka pengulanga.n Xkeia-

+ha & hata.n (re-offendingrate) dan lam Jain.,
cops- culture) yang notabene WaJah
terdepan pO]lSl saat berhadapan dengan .
g ] yang tidak salingberirisan. SPi
“dengan dunianya sendiri, dengan tata-

- Akhirnya,lengkaplah sudah SPP

'dan masyarakat sebagai dua, entii:as

»

cara maupun jargon-jargonnya. Semen-
tara masgyarakat (mungkin) merasakan
bahwa apayang dissbut “berhasil” atau
“gagal” secara SPP haruslah dnmengem
da,la.m konteks SPP pula. ;
8PP dengan Kats lain dak me-
mlhkz dan memang tidak _terb:tasa

‘mengembangkan tenggung gugat atas

hasil kerjanya pada masyarakat == atau
Drofessional accountability to the pub-
Iie. Berbicara tentang Kongep akun-
tabilitas, agak sulit menjabarka.nnya

-dalam suasu definisi tuntas mengingat,

dalam pelaksanaam:ya selalu terlebih
dshulu mengasumsikan adanya, empatl
serta kesediaan pelakunya untuk
mermbatasi diri betgpapun tidak ada
kontrol a.t.au larangan umuk melaku—
kan gesuatu,

_ Bila kelangkaa,n akunta,bmta,s
memang merupaka.n penya.lﬂt ba,waan
dari SPP di negara- negara, maju sel«:a,li
pun situasi di I_ndonesia, Jjelas semakm
parah mengmga,t SPP-nya jelas-j elas
merupakan subordinasi serta berom—
entasi pada. negara (baca: pemermtah)
SPP seperti ini memang tidak malu—
malu membodohi ralcyat atalpun mem-
bodohi diri zendiri —— kedus-duanya
tanpa rasa bersalah sedikit pun..



: ngama%yang gemar memp e:{’gunakan
“pendekatan perilaku (behavioral) pada
v umn:y'a. a,kan ampal pada k.es:m
Ipulan: bahwa terdapat: kekehruan
kesaia.han atan’ ketlda.ktepa,i;an pada,
level pelaku atau level manusia sehu-
bungan dengan suatu kKetidakberesan
‘dalam organisasi atat institust: Denigan
kat,a. lain, suatu organisasi/institusi di-

4 anggap be‘nas njla,l' tak ubalmya kertas :

-*bangannya tergan-
*ftlmgpada.orang—orang e
.yangmengawalunya :

lam orgamsam merm

- yangtepa% sesuaa 1:11
'ahtasnya serta meni- -
ki semamgat kerja "
-ya.ng tmggl maka
‘itu’ gudah ‘merupa-
kan modal bagi ke-

LP Secara: resml atautidak. resrm

' 3i-apa.rat a.paratnya memllikl peiuang
“guna’ bermtera.k& dengan ma.s:yara.kat
ek _luar_ kewenamgann:ya selaku aparat

P _3'-Dapat diasumsﬁc&n "Dahwa. segala

i-'penga;mh negamf dart masyarakat yang
‘dialarni organisasi- -organisasi: fergebut
dalam mngsmya sebagaa komponen

aititang, misslnge,
‘maka pada hake-
‘katnya sama saja
~pila masyarakat
-Tnemberivang:pa-
“da petilgas reserse
“agardapatiditahan
- Juar atan Kasusnya
didepor]_‘tf.‘;.......'-.: et

+ Kembalipada
“tesa‘bahwa aparat-
aparat:SPF: telah

’ s‘ehata;n organisasi.
ATntuk menJe- SR R DRl
'laskan hality, pertama—tama perlu
disadari baliva SPP adalah suatu’sistern
yang ‘masing-masing komponennya,
sebenarnya memiliki-frekuensi inter-
aksiyang amat tinggi dengan anggota—
anggota masyamakat
“Kepoligian, mlsa.lnya "memJ.llkl

fu'ngs’i Bimmas; Sabhara dan Lalu-lintas
yang pada hakekatnya tidak menjalan-
kan tugas SPP -~ gebagaimana disan-
dang oleh fungsi Reserse. Fungsi-fungsi
itu memungkinkan polisi terekspos
dengan berbagal gittiasi di masyaraksa,
yang secara langsung ataw tidak juga
akan’ mempengaruln Teserse, ‘nalk
gecara positif ataupun negasif. |

“Demikian ‘pula yang terjadi
dengan Kejaksaan, Pengadilan maupun

“mengembangkan
value ataln budaya
yang Khas maks, dalam kesehariannya,
faktor pengaruh dari masyarakatagar
aparat SPPberperilaku menyimpang
menjaditidak signifikan. -
croatIniy ada atau tidak ada anggota
‘masyarakat yang mencoba “membel
putusan hakim,” misalnya, aparat di
pengadilan secara diam-diam ataupun
terbuka telah terlebih dahulu menetap-
kan “tarif” yang harus dipenuhi-oleh
masyarakat pencari keadilan tersebut.
Contoh lain adalah, ketika terdapat
angsota yang berbuat salah amat serius
dalam tugasnya. Dalam situasi-ity,
hampir tidak mungkin kepadanya
segera dimintakan pertanggungjawab-
an selaku seorang aparat publik,
melainkan dengan berbagal cara akan



d;\imdungz oleh sejawainya. ;

: Khusus untuk kepohman uang
dan masyarakat yang dlperoleh reserse
- —=dalam kapasitas sebagai. komponen

S”PP—w malah dilihat sebagal pemasukan
yang sah dan pada gilirannya menjadi

“darah” bagifungsi-fungsi: Eepolisian
's-la,innya, ‘Maszalahnya; selalu mungkin
‘apaiyang dianggap sebagai pemasukan
-tersebut:pada.sisizlain.merepre-

- sentasﬂian pelecehan terhada.p hake-
.:;-kat dan fungsi SPP.oleh polisi. sendiri.

: :_Terhadap gejala. kronis ini,

- beberapa pola; 1angkah langkah strai;egls

.pernah;dilakukan oleh_ petmggl-pe—;

tinggidalam SPP Dapat '

=katkan: kontrol menga.dakan evaluasi;

mengubah prosedur yang telah mapan
dan: sebagainya. Kedua, mel wkukan, -

perubahan pada level manusia.'

‘pergantian personel, baik: secam"’-"
ierhormat ataupun tidak, kl_msusn_ya, -

pada tingkat yang cukup tinggi dengan
harapan membawa efek penularan ke
-bawah

Namun sademﬁnan Jaun, pola-
pola mi membawa hasil yang terbatas
mengingat hal-hal dibawah ini: ...

Perubahan pada level sistem,
misalnya,-sulit sekali berlangsung
secara total, dalam waktu cepat.dan
dapat diterima/dijalankan cleh semua
-orang-mengingat keterkaitannya
dengan berbagal p:hak TUNSUr at.aupun
‘bidang lain.:

Seciang perubahan pada 18‘0‘81
manusia juga amat sering terbentur
pada faktor keterbatasan level manusia,
itu sendir] — artinya;organisasi yang
baik ketika dipimpin orang yang baik
akan mungkin sskali berubah menjadi
buruk sepeninggal pimpinan tersebuy.
Pergantian pada level manusia juga

-h;ngga, yang pa&mg atas.

Penutup:iio

Terdapat pé.“ra'd"i.gma ‘y'"ang .k'“has _di

sering kali membust rikuh sendiri. Ini
mengingat suatu organisasi sebenarnya
telah terkontaminasi sedemikian: rupa
sehingga tak.ada orang yang' bisa
mengklaim diri sebagai benap-benar
bersih —mulai da.rlyangpahng ba.wa&’s.

kalangan aparat 8PP berkaitan dens an
penegakan hukum. Selama ini terlihat

. pandangan yang amag kuat -bahwa
i 'plmpma,n yangtangguh dan dlangga.p
:gind langkah- },angkah tersebut adalah .
Pertama; melakukan perubahan pa.da. =
Jlevel sistern —— entaly denga.n menmg—. i
“rjakan, 8 harus menunLit: Seba.gal'
“hakim, ia harus menjatuhkan Dutugan
'bersala‘h dan kemudian menghukum
"-f;pengara Selanjutnya, petugas LPtidak

berhaszl adalah pimpinan, yang mela.—
kukan penegaka,n hukum. Jadi, seba-
‘gai. polis1 da harus nenangkap. Sebagai

memiliki perspektif lain selain harus

‘memperlakukan nara.pidana Selaku

narapidana.i:

Paradzgma in:l na.mpaknya perlu
diubah agar performa SPP bisa berubah
secars cukup radikal di era reformasi
dewass ini. Paradigma baru tersebut
berangkat dari niat mempertanyakan
efektivitas penegakan hukum sebagai-
mana sudah dikaji di atas, Maka, bila
tidak perlu (karena tidak efektif) mela-
kukan penegakan hukum, mengapa
tidak melalukan, katakanlah penega.k-
an nonhukum. -

Darisudut kepohsmn pa.ndangan
di atas dapat diterjemahkan sebagai be-
rikut: Adalah perlu mendalami ke-
mungkinan melalkukan aktivitas pemo-
lisian (policing activities) tanpa mela-
kukan penegakan hukum. Mitos bahws,
polisi yang hebat adalah polisi yang
mampt menangkap dan .ierampil
menembak harus disingkirkan dan



*-d;gant : dengan gambaran’ pohsi yang
terampil melalkikan “Olah Bnnbmgan-'----s-

'_Masyamai;at ?

“Qlah Blmina.s yang dlmaksud di

sml adalah pemha.l ‘bagaimana polisi

berblcara tentang penegakan hukum”

tanpea men;y“ebut hukum dan prosedur

=penegakan hukum barang sekalipun.

Hal ini bisa dlca,pal bila polisi fasih

dengan artifak,” Karakteristik, ls:eya-"
kinan, mtual’maupunﬁkemauan masya:
'ra,}:ais setempat Dalam kaitan itu, Sir®-
‘Robert Marl maritan komisaris Poh51

‘Metropolitan London pernah me«
ngatekan o :
“the real art of policing ...is to win by
appesaring to lose, The secret weapon

‘Wag not water cannon, tear gas or rub-
~her buliets but public sympathy.”®

Sepanjang dalam perspektif yang sama,
aplikasi yang berbeda-beda tentu saja
akan dihasilkan oleh berbagai kompo-
nen SPP lainnya. Dalam konteks per-
adilan misalnya, salahkah bila hakim
mulai berpikic untuk tidak menghu-
kum terdakwa dengan hukuman pen-
jara (mengingat ketidakyakinannya
akan kemampuan sistem penghu-
kuman guna mershabilitasi seseorang)
dan mencari jenis-jenis hukuman yang
varistif ¥

Di atas telah dikemukakan bahwa
dua hal besar yang mengganggu imple-
mentasi penegakan hukum guna
berlangsung secara tepat-guna dan

Daftar Pustaka

sesua;. prosedur ‘adalah adanya dua
karakteristik yakm masyara.kat vang
sedang bubrah serta pertemuan

'persekongkolan antara pihalk-pihak
3yang berkepentmgan Yakni, yang

berkuasa, dan Jang Kaya. Masyaraka,t
bubrah memerlukan penegakan

‘hukum yang intens’ guna mengem~

balikan rasa aman, keyamnan diri serta
k@hldupan sosial: Dipihak lain, mplﬂ
a,ntara plha,k yang berkepe
yang kuasa sertayang kaya, juga ber-

‘potensi menjadikan periegakan hukum

:seba,gaa “alag” salah satu kalangan ser-ta

s “momolt” bagi ka&angaz}. yang lain

“Berdasarkan amatan ity pars-
dlgma untuk tidak gampang meng-
hukum. serta amat menghargai tin-
dakan-tindakan nonhiukum cukup
tepatuntuk dilakukan pada era dewasa
ini. Dengan tidak gampang mensg-
hukum, misalnya, maka upaya me-
ngembalikan rasa aman sepenuhnya
berada di masyarakat sendiri — bukan
di tangan hakim yang menjatiuhkan
vonis pada satu-dua orang penjahat
kelasteri.

Paradigma tidak gampang meng-
hukum jugs akan memaksa orang-orang
vang kerap memanfaatkan simpul
kepentingan-kekuasaan-kKekKayaan
mencari wahanas yang lain. Di sini kita
bermimpi untuk melihat hukum dan
kinerja lembaga hukum sebagal tidak
lagi merefleksikan keinginan dan
kepentingan dari pihak-pihak yang
berkuasa.
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